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ABSTRACT 
 
This thesis discusses the efforts to control illegal gold mining activities, 
whether conducted by a licensed company or society that done conventionally. 
The background of this thesis is based on facts that show that Bengkayang is 
one district that is very rampant illegal gold mining activities, especially those 
carried out by the community. It is not independent of the various factors which 
led to the illegal gold mining activities, both as social, legal and economic 
factors. Since the enactment of Law No. 4 Year 2009 on Mineral and Coal 
Mining, requires each community to conduct mining activities has artisanal 
mining license (IPR) issued by the local government. However, the difficulty of 
publishing mechanism causes people reluctant to file IPR, as a result of illegal 
gold mining practices often happens in Bengkayang. As for the impact of these 
activities can be felt well physically, such as damage to the ecosystem 
environment, pollution of river water and soil, mine accidents to the spread of 
diseases due to the use of hazardous chemicals in the process of illegal gold 
mining, while the impact of non-physical including the loss of government 
revenue from the mining sector, investment climate that is not conducive to the 
emergence of social conflict. 
However, it is undeniable that today there are still many barriers faced by 
the police, especially the Police Bengkayang in tackling the rampant activities of 
illegal gold mining, which were related to the limited resources of the police, still 
overlapping issuance of a mining permit, yet the realization of synergy between 
law enforcement officers in the handling of criminal acts in the field of mining to 
the legal culture of society with regard to the lack of public knowledge of the 
legislation. In response to these conditions, to optimize the response activities 
of illegal gold mining, then steps are taken by the Police Bengkayang through 
the efforts of penal, including increased resource capabilities police in tackling 
the crime of illegal gold mining, increase intensive coordination with relevant 
agencies and seek the application of Article plated against perpetrators of illegal 
gold mining. As efforts intensify non penal done through guidance and 
supervision of mining community, encouraging governments to provide 
convenience for the mining community and change the mindset of people to 
carry out mining environment concept (good mining practice). 
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ABSTRAK 
 
Tesis ini membahas mengenai upaya penanggulangan aktivitas 
penambangan emas ilegal, baik yang dilakukan oleh perusahaan berizin 
maupun masyarakat yang dilakukan secara konvensional. Latar belakang 
penulisan tesis ini didasarkan pada fakta yang menunjukkan bahwa Kabupaten 
Bengkayang merupakan salah satu Kabupaten yang sangat marak aktivitas 
penambangan emas ilegal, terutama yang dilakukan oleh masyarakat. Hal 
tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor yang mendorong timbulnya aktivitas 
pertambangan emas ilegal, baik faktor sosial, hukum maupun faktor ekonomi. 
Sejak diberlakukannya UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral 
dan Batubara, mewajibkan setiap masyarakat yang melakukan kegiatan 
pertambangan untuk memiliki izin pertambangan rakyat (IPR) yang diterbitkan 
pemerintah daerah. Akan tetapi, sulitnya mekanisme penerbitan IPR 
menyebabkan masyarakat enggan mengajukan IPR, akibatnya praktek 
penambangan emas ilegal semakin marak terjadi di Kabupaten Bengkayang. 
Adapun dampak yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut dapat dirasakan baik 
secara fisik, seperti kerusakan ekosistem lingkungan hidup, pencemaran air 
sungai dan tanah, kecelakaan tambang hingga penyebaran penyakit akibat 
penggunaan bahan kimia berbahaya dalam proses penambangan emas ilegal, 
sementara dampak non fisik diantaranya hilangnya pendapatan pemerintah dari 
sektor pertambangan, iklim investasi yang tidak kondusif hingga timbulnya 
konflik sosial. 
Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa hingga saat ini masih 
banyak hambatan yang dihadapi oleh jajaran kepolisian, khususnya Polres 
Bengkayang dalam menanggulangi maraknya aktivitas penambangan emas 
ilegal, diantaranya terkait dengan keterbatasan sumber daya Polri, masih 
adanya tumpang tindih penerbitan izin usaha pertambangan, belum 
terwujudnya sinergitas antar aparat penegak hukum dalam penanganan tindak 
pidana dibidang pertambangan hingga budaya hukum masyarakat yang 
berkaitan dengan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan 
perundang-undangan. Menyikapi kondisi tersebut, maka untuk mengoptimalkan 
upaya penanggulangan kegiatan penambangan emas ilegal, maka dilakukan 
langkah-langkah oleh Polres Bengkayang melalui upaya penal, meliputi 
peningkatan kemampuan sumber daya Polri dalam menanggulangi tindak 
pidana penambangan emas ilegal, meningkatkan koordinasi intensif dengan 
instansi terkait dan mengupayakan penerapan pasal berlapis terhadap pelaku 
penambangan emas ilegal. Adapun upaya non penal dilakukan melalui 
mengintensifkan pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat 
penambang, mendorong pemerintah untuk memberi kemudahan bagi 
masyarakat penambang serta mengubah pola pikir masyarakat untuk 
melaksanakan penambangan berwawasan lingkungan (good mining practice). 
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Latar Belakang Penelitian 
Paradigma pembangunan nasional Indonesia mengalami perkembangan 
besar seiring dengan bergulirnya reformasi yang berlangsung semenjak 1998 
silam, dimana seiring dengan hal tersebut, telah mendorong terjadinya 
perubahan besar terhadap seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara yang mencakup aspek kebijakan, pembiayaan dan peraturan 
perundang-undangan yang bermuara pada terwujudnya kesejahteraan bagi 
seluruh rakyat Indonesia. Pada aspek kebijakan, hal ini terlihat dari 
diterbitkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah, yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan pemerintah mengenai otonomi 
daerah ini, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah.1 
Berdasarkan Undang-Undang tersebut, otonomi daerah diartikan sebagai 
pemberian hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah otonom untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan masyarakat 
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Dengan diterbitkannya Undang-Undang tersebut, memberi ruang bagi 
setiap daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri segala urusan 
yang menjadi kewenangan daerah masing-masing. Hal inilah yang kemudian 
menjadi rujukan bagi Pemerintah Kabupaten Bengkayang mengelola secara 
mandiri setiap kekayaan daerah, terutama yang bersumber dari sektor 
pertambangan. Dalam rangka terwujudnya pembangunan nasional, 
penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat 
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, 
pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing 
daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan 
bagi setiap warga masyarakat. 
Selaras dengan tujuan Negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam 
pembukaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
dimana disebutkan bahwa tujuan Negara Indonesia diantaranya memajukan 
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kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta 
melaksanakan ketertiban dunia, pengelolaan sumber daya alam Indonesia, 
khususnya yang terdapat di daerah, hendaknya senantiasa memperhatikan 
ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 
Dimana dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (3) disebutkan bahwa: 
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai 
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 
Berdasarkan ketentuan tersebut, terlihat jelas bahwa seluruh sumber daya 
alam yang terkandung di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sepenuhnya dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. 
Akan tetapi realitas di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah 
dibidang pengelolaan sumber daya alam, belum sepenuhnya ditujukan untuk 
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satunya, terlihat dari belum 
berpihaknya kebijakan pemerintah, baik di tingkat Provinsi, Kabupaten maupun 
Kota dalam pemberian izin pengelolaan sumber daya alam di daerah, terutama 
dalam hal pemberian izin usaha pertambangan. Dimana pada umumnya, 
kebijakan yang dibuat belum mampu menampung seluruh aspirasi masyarakat, 
terutama masyarakat lokal yang terdapat di sekitar wilayah pertambangan 
untuk mengeksploitasi kekayaan alam yang berada di daerahnya. 
Hal ini juga dialami oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam 
pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang terdapat di wilayah 
Kabupaten Bengkayang, dimana kebijakan terkait dengan perizinan usaha 
pertambangan yang selama ini dibuat belum mampu menampung aspirasi 
masyarakat lokal serta terkesan kurang konsisten, sehingga kerap memicu 
munculnya praktek-praktek penambangan tanpa izin (ilegal) yang terjadi hampir 
di setiap wilayah Kabupaten Bengkayang. Berdasarkan data Polres 
Bengkayang, dalam 3 (tiga) tahun terakhir (2012-2014) setidaknya terdapat 25 
laporan terkait kasus penambangan emas ilegal, dimana pada tahun 2012 
terdapat 6 (enam) laporan, tahun 2013 terdapat 8 (delapan) laporan dan tahun 
2014 terdapat 11 (sebelas) laporan. Dari jumlah tersebut kasus penambangan 
ilegal yang telah tertangani sebanyak 8 (delapan) kasus, dengan rincian 2012 
(2 kasus), 2013 (2 kasus) dan 2014 (4 kasus). Hal ini menunjukkan bahwa 
praktek-praktek penambangan ilegal, khususnya berupa kegiatan 
penambangan emas ilegal relatif marak terjadi di wilayah Kabupaten 
Bengkayang, terutama di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Sambas yang 
merupakan sungai terluas yang melintasi Kabupaten Bengkayang.  
Namun demikian, tingginya kasus penambangan emas ilegal tersebut, 
belum sepenuhnya mampu diimbangi dengan kemampuan aparat kepolisian, 
khususnya Satreskrim Polres Bengkayang untuk mengungkap secara tuntas 
pelaku penambangan emas ilegal. Hal ini tidak terlepas dari berbagai hambatan 
maupun kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian, baik yang berasal dari 
internal Polri maupun dari eksternal, terutama terkait dengan kebijakan 
mengenai pemberian izin usaha pertambangan maupun rendahnya kesadaran 
hukum masyarakat dalam melakukan kegiatan penambangan emas. 
Selain berpotensi memicu terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang 
memicu kerawanan bencana alam, seperti banjir, tanah longsor dan 
pencemaran air dan tanah, kegiatan penambangan emas ilegal yang dilakukan 
oleh masyarakat secara konvensional, juga kerap memicu terjadinya konflik 
sosial, baik konflik antara masyarakat yang berada di sekitar kawasan 
pertambangan, konflik antara masyarakat dengan perusahaan pertambangan 
maupun antar perusahaan pertambangan. Hal ini terlihat dari beberapa kasus 
penyerobotan lahan maupun perusakan yang dilakukan oleh masyarakat 
pelaku penambangan emas ilegal terhadap lahan yang menjadi wilayah 
pertambangan bagi beberapa perusahaan pertambangan, yang berujung pada 
terjadinya bentrokan fisik yang menyebabkan beberapa orang, baik dari pihak 
masyarakat maupun perusahaan yang mengalami luka-luka. 
Mencermati hal tersebut, Polres Bengkayang dituntut untuk mampu 
menanggulangi serta memberantas setiap bentuk kegiatan penambangan emas 
ilegal dalam rangka mendukung terwujudnya pembangunan di daerah. Hal ini 
selaras dengan tugas pokok Polri sebagaimana tercantum dalam pasal 13 
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 
Indonesia,2 dimana disebutkan bahwa tugas pokok Polri adalah memelihara 
keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan 
perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Rumusan 
tugas pokok tersebut, bukan merupakan urutan prioritas, ketiga-tiganya sama 
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penting, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan 
dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang 
dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan 
secara simultan dan dapat dikombinasikan. Di samping itu, dalam pelaksanaan 
tugas ini harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, 
kesopanan dan kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.3 Lebih 
lanjut pada pasal 14, disebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas 
pokok dan fungsinya tersebut, Polri bertugas membina masyarakat untuk 
meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta 
ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-
undangan, turut serta dalam pembinaan hukum nasional serta melakukan 
penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan 
hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. 
Terkait dengan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dibidang 
pertambangan, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 
Mineral dan Batubara,4 mengamanatkan bahwa selain penyidik pejabat Polri, 
pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya 
dibidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk: 
1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan 
berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; 
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga 
melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; 
3. Memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar 
atau diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana 
kegiatan usaha pertambangan; 
4. Menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk 
melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; 
5. Melakukan pemeriksaan sarana prasarana kegiatan usaha pertambangan 
dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk 
melakukan tindak pidana; 
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6. Menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang 
digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti; 
7. Mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan 
dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam 
kegiatan usaha pertambangan; 
8. Menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha 
pertambangan. 
Meskipun telah tersedia berbagai peraturan perundang-undangan yang 
menjadi payung hukum bagi Polri dalam melakukan upaya pemberantasan 
praktek-praktek penambangan emas ilegal, namun fakta menunjukkan bahwa 
praktek penambangan ilegal justru semakin marak terjadi. Hal ini selain 
disebabkan oleh kurang konsistennya kebijakan pemerintah terkait pemberian 
izin dibidang pertambangan, juga dikarenakan oleh lemahnya upaya aparat 
penegak hukum, khususnya Polres Bengkayang dalam menanggulangi praktek 
penambangan emas ilegal. Dimana selama ini, upaya yang dilakukan 
cenderung bersifat represif (penegakan hukum) terhadap pihak-pihak maupun 
oknum-oknum masyarakat yang terbukti atau tertangkap tangan tengah 
melakukan kegiatan penambangan ilegal, namun belum diarahkan untuk 
menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam mencegah terjadinya praktek-
praktek penambangan ilegal. 
Selain itu, koordinasi antar instansi terkait, khususnya antara Polres 
dengan Pengadilan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku 
penambangan emas ilegal masih cukup lemah, dimana pada prakteknya vonis 
yang dijatuhkan majelis hakim terhadap pelaku penambangan emas ilegal 
kerap tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sehingga belum 
mampu memberikan efek jera kepada para pelaku penambangan ilegal. 
Mencermati kondisi tersebut, dalam rangka mendorong terwujudnya 
pembangunan nasional, perlu dilakukan berbagai pembenahan mengenai 
upaya penanggulangan kegiatan penambangan emas ilegal, terutama terkait 
pemberian izin usaha pertambangan bagi masyarakat baik secara perorangan 
maupun koperasi sehingga dapat meminimalisir potensi konflik sosial yang 
disebabkan oleh maraknya kegiatan penambangan ilegal.  
 
Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditentukan rumusan 
masalah dalam penulisan tesis sebagai berikut: 
1. Dampak apa yang ditimbulkan dari maraknya kegiatan penambangan 
emas ilegal? 
2. Bagaimana hambatan Polri dalam menanggulangi maraknya kegiatan 
penambangan emas ilegal di wilayah hukum Polres Bengkayang? 
3. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh Polres Bengkayang 
dalam mengoptimalkan upaya penanggulangan terhadap kegiatan 
penambangan emas ilegal? 
 
Dampak yang Ditimbulkan Akibat Maraknya Penambangan Emas Ilegal 
Seiring dengan semakin maraknya kegiatan penambangan emas ilegal di 
Kabupaten Bengkayang, tentunya membawa pengaruh besar terhadap 
kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, mengingat tidak sedikit masyarakat 
yang menggantungkan hidup dari sektor pertambangan secara konvensional. 
Pada dasarnya, kegiatan pertambangan memiliki beberapa karakteristik, 
diantaranya tidak dapat diperbaharui, mempunyai resiko yang relatif lebih tinggi 
dan pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun sosial 
yang relatif lebih tinggi dibandingkan pengusahaan komoditi lain pada 
umumnya. Meskipun aktivitas penambangan emas secara konvensional telah 
memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, namun dampak yang 
ditimbulkan jauh lebih besar mengingat resiko yang dihadapi para penambang 
relatif tinggi, diantaranya resiko yang berhubungan dengan ketidakpastian 
penemuan cadangan emas baik dalam hal eksplorasi maupun produksi, resiko 
teknologi yang berhubungan dengan ketidakpastian biaya produksi, resiko 
pasar yang berhubungan dengan perubahan harga dan resiko kebijakan 
pemerintah yang berhubungan dengan perubahan pajak dan harga domestik. 
Resiko-resiko tersebut, tentunya sangat berhubungan dengan besaran-besaran 
yang mempengaruhi keuntungan usaha yaitu produksi, harga, biaya dan pajak.  
Sementara itu, dampak negatif dari aktivitas penambangan emas ilegal 
dapat dilihat secara fisik maupun non fisik, sebagai berikut: 
1. Dampak fisik 
a. Kerusakan ekosistem lingkungan hidup 
Pada perusahaan tambang yang resmi/berizin, yang notabene 
dibebani kewajiban untuk melaksanakan program pengelolaan 
lingkungan melalui AMDAL, faktor lingkungan hidup tetap menjadi 
masalah krusial yang perlu mendapat pengawasan intensif. Dengan 
kegiatan penambangan emas ilegal yang nyaris bahkan tanpa 
pengawasan, dapat dibayangkan kerusakan ekosistem lingkungan 
hidup yang terjadi. Terlebih lagi para pelaku penambangan emas 
ilegal praktis tidak mengerti sama sekali tentang pentingnya 
pengelolaan lingkungan hidup, sehingga lahan subur pun berubah 
menjadi hamparan padang pasir yang tidak dapat ditanami akibat 
tertimbun limbah penambangan dan pengolahan.  
b. Pencemaran tanah dan air sungai 
Proses pengerukan sungai yang umum digunakan dalam 
kegiatan penambangan emas ilegal, telah memberi dampak yang 
sangat besar terhadap kualitas air sungai yang berada di sepanjang 
lokasi penambangan. Dimana dalam proses tersebut, kerikil dan 
lumpur disedot dari sungai untuk memperoleh material yang 
mengandung fragmen emas, dengan menggunakan bahan kimia 
yang berbahaya, seperti merkuri, sianida, asam sulfat dan arsen. 
Setelah proses penyaringan selesai dan diperoleh material yang 
mengandung emas, lumpur dan kerikil yang tersisa kemudian 
dilepaskan kembali ke sungai dengan lokasi yang berbeda. 
Meskipun proses pelepasan material tersebut menggunakan pipa, 
namun kemungkinan kebocoran pipa tetap ada, sehingga bahan 
kimia yang tersisa dari proses penyaringan tersebut dapat tercemar 
pada tanah di sepanjang pipa pembuangan maupun pada air sungai 
dimana kerikil dan lumpur sisa penyaringan tersebut dibuang. Hal ini 
tentu sangat berpengaruh terhadap kualitas tanah maupun air sungai 
di lokasi pembuangan sisa material tambang, dimana selain 
menimbulkan kekeruhan, air sungai juga telah terkontaminasi bahan 
kimia berbahaya (terutama merkuri) yang dapat mengancam 
kelangsungan hidup flora dan fauna dalam air.  
c. Kecelakaan tambang 
Ditinjau dari aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), 
kegiatan penambangan emas ilegal telah menimbulkan banyak 
korban, baik meninggal dunia maupun luka. Banyaknya korban jiwa 
yang diakibatkan oleh kecelakaan tambang ilegal mengindikasikan 
bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan masyarakat secara 
konvensional masih sangat jauh dari aspek-aspek keamanan, 
keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini yang kemudian mendorong 
aktivitas Walhi Kalbar untuk meminta kepada Pemda agar mencari 
solusi terkait permasalahan penambangan emas ilegal yang selalu 
menimbulkan korban jiwa dan kerusakan lingkungan. 
d. Penyebaran penyakit 
Aktivitas penambangan emas ilegal yang dilakukan secara 
konvensional, telah memberi pengaruh yang sangat besar terhadap 
tingkat kesehatan masyarakat, hal ini tidak terlepas dari penyebaran 
penyakit, baik secara langsung maupun tidak langsung dari aktivitas 
penambangan emas ilegal. Dampak langsung dari aktivitas 
penambangan emas ilegal, diantaranya munculnya berbagai macam 
penyakit kulit yang dialami penambang maupun masyarakat yang 
tinggal di sekitar lokasi penambangan, dimana pelaku seringkali 
menggunakan bahan kimia berbahaya, seperti merkuri, sianida, 
asam sulfat dan arsen untuk memisahkan material emas dengan 
unsur batuan lainnya, penggunaan bahan kimia tersebut tentu saja 
sangat berbahaya terhadap kesehatan penambang. Bahkan yang 
paling berbahaya adalah ancaman kanker kulit bagi penambang. 
2. Dampak Non Fisik 
a. Kehilangan pendapatan pemerintah 
Dengan statusnya yang bersifat tanpa izin, maka kegiatan 
penambangan emas ilegal tidak terkena kewajiban untuk membayar 
pajak dan pungutan lain kepada negara. Hal ini menyebabkan 
penghasilan negara, yang bersumber dari sektor pertambangan 
menjadi sangat terbatas, mengingat tingginya potensi pendapatan 
pajak yang tidak terpungut dari hasil penambangan emas ilegal. 
b. Iklim investasi tidak kondusif 
Tertarik atau tidaknya investor untuk menanamkan investasi 
pada sektor pertambangan, tidak semata-mata dilihat dari segi 
geologis wilayah pertambangan yang diberikan, melainkan juga 
dipengaruhi oleh stabilitas politik dan ekonomi suatu negara untuk 
memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Kedua 
faktor inilah yang menjadi pertimbangan para investor untuk 
menanamkan modal di sektor pertambangan, mengingat hingga saat 
ini praktek penambangan emas ilegal masih sangat marak terjadi di 
Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Bengkayang. Maraknya 
praktek penambangan emas ilegal telah menyebabkan iklim 
investasi tidak kondusif, karena kegiatan penambangan emas ilegal 
tidak hanya merugikan negara, tetapi juga dapat merugikan 
perusahaan pertambangan yang memiliki izin resmi dari pemerintah 
mengingat tidak adanya jaminan kepastian hukum bagi pemilik IUP. 
c. Konflik sosial akibat persaingan buruh 
Hampir di seluruh lokasi penambangan emas ilegal, gejolak 
sosial merupakan peristiwa yang kerap terjadi baik antara 
perusahaan resmi dengan pelaku penambangan emas ilegal, antara 
masyarakat setempat dengan pelaku penambangan maupun antar 
sesama penambang emas ilegal dalam upaya mempertahankan 
ataupun melindungi kepentingan masing-masing. Hal ini tidak 
terlepas dari kelompok masyarakat bawah, yang umumnya 
merupakan para pekerja tambang kerap menjadi korban para 
penyandang dana atau cukong maupun oknum aparat, sehingga 
mengakibatkan kehidupan masyarakat sangat rawan akan 
munculnya gejolak sosial yang berpotensi memicu timbulnya konflik 
pengelolaan tambang. 
 
Hambatan Polri dalam Menanggulangi Maraknya Penambangan Emas 
Ilegal 
Menangani pertambangan ilegal bukan perkara mudah. Banyak 
pertambangan ilegal dilakukan kelompok masyarakat kecil dalam jumlah yang 
besar dan melibatkan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan, pemilik modal 
ataupun senjata. Selain itu, dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 4 
tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, telah menempatkan persyaratan izin 
usaha pertambangan rakyat sama seperti persyaratan teknis yang diterapkan 
kepada perusahaan, sehingga masyarakat tidak akan bisa memenuhi 
kebutuhan sumber daya manusia, modal maupun teknologi, mengingat pada 
umumnya kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan secara tradisional 
dengan teknik-teknik penambangan konvensional. Selain itu, dengan kewajiban 
pertambangan rakyat dilaksanakan dalam wilayah pertambangan rakyat (WPR) 
belum tentu menjamin ketersediaan bahan tambang yang melimpah di wilayah 
izin pertambangan rakyat, sehingga potensi kerugian yang dialami 
pertambangan rakyat cukup besar. Beberapa faktor tersebut merupakan 
pendorong munculnya berbagai praktek penambangan emas secara tradisional 
oleh rakyat, khususnya masyarakat berekonomi rendah dengan keterampilan 
yang terbatas. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi Polres 
Bengkayang dalam menanggulangi maraknya penambangan emas ilegal 
diantaranya sebagai berikut: 
1. Keterbatasan sumber daya organisasi Polri. 
penggelaran kekurangan SDM Polri dalam upaya penanggulangan 
praktek penambangan emas ilegal di Kabupaten Bengkayang selama ini 
masih sangat jauh dari harapan. Hal ini terlihat dari beberapa indikasi 
yang menyebabkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku 
penambangan emas ilegal masih belum berjalan secara optimal. Salah 
satunya tercermin dari keterbatasan personel yang memiliki kualifikasi dan 
spesifikasi dibidang pertambangan maupun lingkungan hidup, dimana dari 
98 personel Satreskrim Polres Bengkayang, belum ada seorangpun 
personel yang memiliki kejuruan dibidang lingkungan hidup untuk 
mendukung proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dibidang 
pertambangan. Selain itu, dukungan anggaran serta sarana prasarana 
penunjang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dibidang 
pertambangan masih kurang memadai, dimana selama ini belum tersedia 
alokasi anggaran khusus dalam DIPA Satreskrim untuk mendukung 
kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pertambangan serta 
minimnya sarana prasarana baik yang berupa software maupun hardware. 
Di samping permasalahan terkait kesiapan sumber daya manusia, 
anggaran serta sarana prasarana, metode yang diterapkan dalam 
menanggulangi tindak pidana dibidang pertambangan selama ini belum 
berjalan secara optimal, hal ini terlihat dari upaya penanggulangan praktek 
penambangan emas ilegal lebih cenderung mengedepankan aspek 
represif ketimbang melakukan langkah-langkah pencegahan melalui 
pendekatan persuasif kepada masyarakat. Selain itu, upaya penegakan 
hukum tindak pidana dibidang pertambangan selama ini hanya 
dibebankan kepada pelaku yang tertangkap tangan melakukan aktivitas 
penambangan emas ilegal, sedangkan para cukong maupun pengepul 
kerap terbebas dari jeratan hukum. 
2. Tumpang tindih perijinan penguasaan lahan yang diterbitkan pemerintah 
pusat maupun daerah. 
Salah satu hambatan dalam upaya penanggulangan praktek 
penambangan emas ilegal adalah terkait dengan proses perijinan 
pengelolaan sumber daya mineral, dimana hingga saat ini masih seringkali 
ditemukan tumpang tindih perijinan pengelolaan hutan dengan wilayah 
pertambangan, sehingga tidak jarang ditemukan praktek penambangan 
emas ilegal pada kawasan hutan yang masuk dalam Hak Pengusahaan 
Hutan (HPH) suatu perusahaan. Dimana maraknya aktivitas 
penambangan emas ilegal di Kabupaten Bengkayang tidak terlepas dari 
banyaknya perusahaan pertambangan yang memiliki Izin Usaha 
Pertambangan (IUP) yang tidak segera melakukan kegiatan produksi, 
dimana berdasarkan data Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 
Provinsi Kalbar, dari total 24 izin usaha pertambangan yang diterbitkan, 
hanya 18 perusahaan yang melakukan kegiatan produksi. Selain itu, hal 
tersebut juga disebabkan oleh lemahnya sistem pengawasan dari 
pemerintah, khususnya Dinas Pertambangan, Energi dan Mineral 
(Distamben) terhadap keberadaan para penambang emas ilegal, dimana 
selama ini masih banyak perusahaan yang masa IUP-nya sudah mati 
namun tetap dapat melakukan aktivitas penambangan. 
3. Kebijakan sektoral yang bersifat parsial dan tidak holistik dalam 
penegakan hukum penambangan emas ilegal. 
Mencermati kompleksitas permasalahan dibidang pertambangan 
ilegal, tentunya perlu didukung dengan kebijakan yang komprehensif antar 
instansi dalam penegakan hukum tindak pidana dibidang pertambangan. 
Namun demikian, kenyataannya masih adanya perbedaan interpretasi 
antar komponen Criminal Justice System (CJS) terhadap pasal-pasal 
dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral 
dan Batubara, sehingga seringkali terjadi perbedaan persepsi dalam 
penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penambangan emas ilegal 
yang mengakibatkan proses penuntasan kasus menjadi berlarut-larut. 
Selain itu, adanya kebijakan internal di Kejagung yang mengatur 
mengenai surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) oleh Polri 
yang harus diserahkan kepada Kejaksaan, yang menyebabkan proses 
penyidikan menjadi kurang efektif. 
4. Budaya hukum masyarakat. 
Selain dihadapkan pada problematika mengenai kondisi sosial 
ekonomi masyarakat penambang, maraknya praktek penambangan emas 
ilegal juga disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap 
peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan, di samping 
masih lekatnya budaya hukum adat yang mengakui penguasaan atas 
tanah adat/ulayat. Dimana beberapa faktor yang menghambat upaya 
penanggulangan aktivitas penambangan emas ilegal oleh masyarakat, 
diantaranya tingkat pengetahuan masyarakat untuk mengurus perizinan 
dibidang pertambangan, tingkat kerumitan dan birokrasi dalam 
pengurusan perizinan pertambangan rakyat (IPR) serta pola pikir 
pengusaha tambang yang tidak memiliki izin, terutama pada penyandang 
dana (cukong) maupun pengepul/penadah. 
 
Langkah-Langkah yang Dilakukan Polres Bengkayang dalam 
Mengoptimalkan Upaya Penanggulangan Kegiatan Penambangan Emas 
Ilegal 
Mencermati kompleksitas permasalahan terkait aktivitas penambangan 
emas ilegal yang marak terjadi di Kabupaten Bengkayang, maka 
penanggulangannya tidak hanya ditekankan pada upaya penegakan hukum 
yang bersifat represif semata, namun juga perlu memperhatikan aspek-aspek 
kepentingan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Polri 
selaku pemelihara kamtibmas, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan 
pelayan masyarakat, dimana dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku 
tindak pidana dibidang pertambangan, Polri terus meningkatkan upaya 
penindakan secara tegas terhadap aktivitas penambangan emas ilegal. Dimana 
untuk menanggulangi maraknya aktivitas penambangan emas ilegal, tidak 
hanya ditekankan pada upaya represif semata, melainkan juga dilakukan upaya 
pencegahan dan pembinaan kepada segenap potensi masyarakat yang 
dirumuskan dalam upaya secara penal (melalui hukum pidana) maupun non 
penal (melalui upaya preventif), sebagai berikut: 
1. Upaya Penal 
a. Peningkatan kemampuan sumber daya Polri dalam menanggulangi 
tindak pidana pertambangan emas ilegal. 
Sebagai ujung tombak dalam upaya penegakan hukum 
terhadap aktivitas penambangan emas ilegal, Polri memiliki posisi 
yang sangat strategis mengingat tugas pokok, fungsi dan 
kewenangannya dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan 
tindak pidana dibidang pertambangan. Oleh karenanya, untuk 
mengoptimalkan upaya penanggulangan aktivitas penambangan 
emas ilegal oleh masyarakat yang telah terjadi secara turun temurun, 
perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya Polri, baik yang 
berkaitan dengan sumber daya manusia, anggaran, sarana 
prasarana maupun metode. 
Dimana untuk meningkatkan kemampuan sumber daya 
manusia Polri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus 
penambangan emas ilegal, tentunya tidak hanya cukup dengan 
melakukan berbagai sosialisasi mengenai peraturan perundang-
undangan maupun piranti lunak yang berkaitan dengan penanganan 
kasus penambangan emas ilegal, melainkan diperlukan upaya 
pembinaan dan pengembangan kemampuan secara terus menerus. 
Hal ini salah satunya dapat dilakukan dengan memberikan 
pendidikan kejuruan maupun spesialisasi kepada penyidik Polres 
Bengkayang, khususnya dibidang lingkungan hidup. Selain itu, untuk 
menunjang operasional petugas dalam menanggulangi praktek 
penambangan emas ilegal, tentunya diperlukan ketersediaan 
dukungan anggaran dan sarana prasarana yang memadai dalam 
mendukung proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana 
dibidang pertambangan. Dimana untuk memenuhi kebutuhan 
anggaran penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pertambangan 
ilegal, diarahkan pada penyediaan alokasi anggaran secara khusus 
dalam DIPA Satreskrim Polres Bengkayang yang disesuaikan 
dengan jumlah kasus yang ditangani. 
Adapun untuk mengoptimalkan penegakan hukum terhadap 
pelaku penambangan emas ilegal, maka upaya penyelidikan dan 
penyidikan tidak terbatas pada pelaku yang tertangkap tangan 
melakukan penambangan emas ilegal, tetapi hendaknya dapat 
dilakukan pengembangan untuk mengidentifikasi dan mengungkap 
jaringan pelaku penambangan emas ilegal guna menangkap pihak-
pihak yang terlibat dalam praktek penambangan emas ilegal, 
khususnya pada penyandang dana (cukong), pengepul maupun 
oknum aparat yang terlibat dalam praktek penambangan emas ilegal. 
b. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan instansi terkait 
dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku penambangan 
emas ilegal. 
Untuk mewujudkan upaya penegakan hukum yang sesuai 
dengan undang-undang dan mampu memberikan rasa keadilan bagi 
masyarakat, maka dalam pelaksanaan penegakan hukum, perlu 
adanya keterlibatan dari semua unsur penegak hukum. Konsekuensi 
dari adanya ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang 
No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, 
maka hukum dan ketentuan tersebut harus ditegakkan, dimana pasal 
158 menyebutkan bahwa: 
“setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR 
atau IUPK yang dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 
48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling 
banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)”. 
Berdasarkan pasal tersebut, hukum pidana beranggapan 
bahwa hukum harus dikenakan sesuai dengan kesalahan dari orang 
yang bersalah, namun pada hakikatnya ada kaitannya dengan 
hukuman yang dijatuhkan pada orang bersalah dan kesalahan dari 
orang yang bersalah tadi. Menjatuhkan pidana kepada seseorang 
yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana merupakan wujud 
pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan 
tersangka. 
c. Mengupayakan untuk menjerat pelaku penambangan emas ilegal 
dengan tindak pidana terkait lainnya untuk memberikan efek jera 
kepada pelaku. 
Selain upaya penertiban oleh aparat, untuk memberikan efek 
jera kepada pelaku penambangan emas ilegal, hendaknya dapat 
diterapkan pasal berlapis, dimana selain dijerat dengan pasal 158 
Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral 
dan Batubara jo pasal 55 KUHP, kepada pelaku juga dapat dijerat 
pasal 98 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa: 
“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang 
mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambient, baku mutu 
air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan 
hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun 
dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 
3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. 
Hal ini didasarkan pada dampak lingkungan hidup dari aktivitas 
penambangan emas ilegal yang telah mengakibatkan pencemaran 
limbah merkuri terhadap air sungai yang menyebabkan penurunan 
baku mutu air. Dengan diterapkannya pasal berlapis terhadap pelaku 
penambangan emas ilegal, diharapkan mampu memberi efek jera 
kepada pelaku, khususnya para pemilik modal (cukong), sehingga 
mampu menekan maraknya aktivitas penambangan emas ilegal. 
2. Upaya Non Penal 
a. Meningkatkan upaya pembinaan secara intensif kepada masyarakat 
dan memperketat upaya pengawasan terhadap usaha 
pertambangan. 
Pemerintah daerah selaku leading sector dalam upaya 
penanggulangan aktivitas penambangan emas ilegal, dituntut untuk 
mampu menjalankan fungsi dan perannya dalam melakukan 
pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas usaha pertambangan 
yang berada dalam lingkup kewenangannya. Dalam hal ini, 
pemerintah Kabupaten Bengkayang hendaknya dapat berperan aktif 
dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian 
kegiatan usaha pertambangan melalui kerjasama dengan Polisi 
Pamong Praja dan Polres Bengkayang serta instansi terkait lainnya. 
Adapun implementasi dari hal tersebut, dapat diwujudkan 
melalui pembentukan Tim Terpadu untuk melakukan pembinaan, 
pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan 
sekaligus sebagai wadah koordinasi antar instansi dalam 
menanggulangi permasalahan terkait penambangan emas ilegal. Hal 
ini merupakan penjabaran dari Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2000 
tentang Koordinasi Penanggulangan Masalah Pertambangan Tanpa 
Izin. 
b. Mendorong pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan bagi 
masyarakat dalam memperoleh izin dibidang pertambangan. 
Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 8 Undang-Undang No. 
4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada 
ayat (1) huruf g disebutkan bahwa “kewenangan pemerintah 
Kabupaten/Kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan 
batubara, antara lain adalah: pengembangan dan pemberdayaan 
masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan 
memperhatikan kelestarian lingkungan”. Dalam hal ini, pemerintah 
daerah memiliki tanggungjawab untuk mengembangkan dan 
memberdayakan masyarakat setempat dalam kegiatan usaha 
pertambangan, dimana untuk mewujudkan hal tersebut tentunya 
diperlukan kebijakan yang mengatur mengenai pengelolaan usaha 
pertambangan rakyat. Bagi masyarakat yang hendak menekuni 
usaha di sektor pertambangan, hendaknya pemerintah daerah dapat 
mengakomodasikannya melalui pola Pertambangan Rakyat/Wilayah 
Pertambangan Rakyat (WPR) dan Pertambangan Emas Skala Kecil 
(PESK) dengan mengalokasikan wilayah dikaitkan dengan kebijakan 
penciutan wilayah dan mendapat bimbingan serta subsidi dari 
pemerintah. Pemerintah dalam hal ini, dapat mengalokasikan 
cadangan mineral dangkal dan/atau sekunder (aluvial) yang terdapat 
di sungai-sungai atau bekas sungai untuk diusahakan oleh rakyat 
melalui pertambangan berskala kecil. 
Dengan demikian, pemerintah daerah hendaknya dapat 
mendorong perusahaan untuk melaksanakan pengembangan 
masyarakat (community development) yang sesuai dengan kondisi 
masyarakat setempat, mengupayakan usaha pertambangan yang 
lebih berpihak kepada masyarakat dan ramah lingkungan, serta 
mengupayakan adanya keterpaduan antara kegiatan usaha 
pertambangan tradisional, skala kecil, menengah dan skala besar 
melalui kemitraan yang saling menguntungkan, sehingga dapat 
mendorong terlaksananya good mining practice yang berwawasan 
lingkungan guna terciptanya iklim investasi yang kondusif. 
c. Mengubah pola pikir masyarakat untuk melaksanakan good mining 
practice yang berwawasan lingkungan. 
Mengingat permasalahan pertambangan emas ilegal oleh 
masyarakat yang sangat berkaitan erat dengan kondisi sosial 
ekonomi masyarakat, maka dalam upaya penanggulangannya harus 
menggunakan pendekatan sosial kemasyarakatan agar kepentingan 
masyarakat dapat diakomodasikan secara proporsional tanpa 
mengabaikan prinsip-prinsip praktek penambangan yang baik dan 
benar (good mining practice).  
Dalam hal ini, pemerintah daerah hendaknya tidak sebatas 
memberikan sosialisasi dan penyuluhan terkait peraturan perundang-
undangan dibidang pertambangan maupun pembinaan dan 
pengendalian terhadap aktivitas penambangan emas ilegal, 
melainkan lebih diarahkan pada upaya pembinaan dan pengawasan 
secara intensif melalui kerjasama dengan perusahaan pertambangan 
swasta maupun BUMN. Selain itu, untuk mengubah pola pikir 
masyarakat dalam kegiatan penambangan emas, pemerintah 
diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada penambang 
ilegal untuk mengikuti program kemitraan usaha dengan perusahaan 
pemegang izin usaha pertambangan (IUP ataupun IUPK), sehingga 
eks pelaku penambangan emas ilegal yang aktivitasnya berada pada  
konsesi perusahaan pertambangan menjadi subordinat dari kegiatan 
usaha pertambangan tersebut dengan kondisi tertentu yang saling 
menguntungkan bagi kedua belah pihak (win-win solution), baik bagi 
masyarakat maupun perusahaan pertambangan. 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Aktivitas penambangan emas ilegal yang dilakukan masyarakat di 
Kabupaten Bengkayang telah berlangsung selama bertahun-tahun dan 
merupakan warisan secara turun-temurun. Dimana maraknya aktivitas 
penambangan emas ilegal yang dilakukan dengan metode tradisional, 
telah memberikan dampak yang sangat besar, tidak hanya terhadap 
kelangsungan ekosistem lingkungan hidup, tetapi juga terhadap 
kehidupan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar wilayah 
pertambangan, diantaranya ancaman kecelakaan tambang serta 
penyebaran penyakit yang diakibatkan oleh pencemaran bahan kimia 
berbahaya pada tanah dan air. Bahkan aktivitas penambangan emas iegal 
telah menyebabkan pendapatan daerah yang bersumber dari sektor 
tambang menjadi berkurang, terganggunya iklim investasi yag kondusif 
serta munculnya berbagai konflik sosial. 
2. Dalam upaya penanggulangan aktivitas penambangan emas ilegal, tidak 
dapat dipungkiri bahwa jajaran Polres Bengkayang masih dihadapkan 
pada berbagai hambatan, baik hambatan yang bersumber dari internal 
seperti keterbatasan sumber daya organisasi maupun hambatan eksternal 
yang berupa tumpang tindih perijinan yang diterbitkan pemerintah pusat 
dan daerah, kebijakan sektoral yang bersifat parsial dalam upaya 
penegakan hukum terhadap pelaku penambangan emas ilegal maupun 
budaya hukum masyarakat yang berkaitan dengan ketidaktahuan 
masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan dibidang 
pertambangan. 
3. Dalam rangka mengoptimalkan upaya penanggulangan aktivitas 
penambangan emas ilegal, maka dapat dilakukan langkah-langkah melalui 
penerapan upaya penal meliputi penerapan sanksi pidana terhadap pihak-
pihak yang terlibat dalam aktivitas penambangan emas ilegal sesuai 
dengan ketentuan yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan 
maupun non penal dengan mendorong pemerintah untuk meningkatkan 
upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan kegiatan 
usaha pertambangan serta mengubah pola pikir masyarakat dalam 
melaksanakan aktivitas penambangan melalui program kemitraan usaha 
dengan perusahaan pemegang izin usaha pertambangan, sehingga 
mampu mendorong terlaksananya good mining practice yang berwawasan 
lingkungan hidup. 
